
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 38 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka 

perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Daftar Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5432);  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2093);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094);  

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Cara 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 53);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);  

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.49/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/ 2017 
tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1242); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2017 Nomor 1); 
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18. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2014 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2016 Nomor 14); 

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2017 Nomor 51); 

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tatacara 
Penyusunan Peraturan Di Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2017 Nomor 58); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Bupati adalah Bupati Banjar. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daeran otonom. 

5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD 
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. 

8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di 

wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugsanya memperoleh 
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pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk mengangani sebagian 
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Kabupaten Banjar. 

10. Pemerintah Desa adalah Pambakal  dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.  

12. Musyawarah Desa  adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat 

strategis. 

13. Pambakal sebutan untuk Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan 
kegiatan Pemerintahan Desa. 

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

desa. 

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh 

Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang 
sah. 

18. Aset Tetap adalah asset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM 
Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun. 

20. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang meliputi 
kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, 
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  

22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat 

Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 
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23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa 
 

BAB II 
KEWENANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Penataan Kewenangan Desa 

Pasal 2 

(1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui Penataan Kewenangan Desa. 

(2) Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan 

b. kriteria kewenangan Desa. 

Bagian Kedua 
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa 

Paragraf 1 
Jenis Kewenangan Desa 

Pasal 3 

Jenis Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,  
meliputi : 

a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala desa; 

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

atau Pemerintah Daerah; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

Paragraf 2 

Perincian Jenis Kewenangan Desa 

Pasal 4 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a , meliputi :  

a. sistem organisasi perangkat Desa;  

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;  

c. pengelolaan tanah kas Desa;  

d. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa; dan  

e. pengembangan peran masyarakat Desa.  

(2) Selain Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul lainnya terdiri 
dari : 

a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak 

perdata; 

b. pembinaan ketenteraman masyarakat; 

c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa; 

d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; 
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e. pengelolaan Hutan Desa Milik Negara 

f. pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Desa; 

g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; 

h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan 

i. pengamanan kekayaan dan aset Desa. 

(3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dirincikan dalam bidang : 

a. penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

b. pelaksanaan pembangunan Desa; 

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 

d. pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Daftar rincian kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 diatur dan diurus oleh Desa. 

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. 

Pasal 6 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : 

a. pengelolaan tambatan perahu; 

b. pengelolaan pasar Desa; 

c. pengelolaan tempat pemandian umum;   

d. pengelolaan jaringan irigasi;   

e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 
terpadu;  

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;  

i. pengelolaan embung Desa;  

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.   

(2) Selain kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kewenangan lokal berskala Desa lainnya, terdiri atas : 

a. pembangunan jalan-jalan Desa; 

b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk 
pembangunan Desa dan rumah rakyat;  

c. usaha ekonomi masyarakat; 

d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan; 

e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, 

perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya; 
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f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat;  

g. melakukan penghijauan Desa; 

h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal; 

i. pengembangan industri rumah tangga; dan 

j. kerjasama pemasaran produksi pertanian. 

(3) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirincikan dalam bidang: 

a. penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

b. pelaksanaan pembangunan Desa; 

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 

d. pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Daftar rincian kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5)  

Pasal 7 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dan diurus oleh Desa. 

(2) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Desa. 

Bagian Ketiga 
Kriteria Kewenangan Desa 

Paragraf 1 
Berdasarkan Hak Asal Usul 

Pasal 8 

Kriteria kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
untuk jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a antara lain :  

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan 

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Paragraf 2 
Kewenangan Lokal Berskala Desa 

Pasal 9 

Kriteria kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
untuk jenis kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain : 

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;  

b. telah dijalankan oleh Desa;  

c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;  

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan  
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e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa. 

Pasal 10 

Krateria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c antara lain : 

a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa; 

b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; 

c. pelayanan publik bagi masyarakat; 

d. meningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan 

f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.  

Pasal 11 

Krateria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
antara lain : 

a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan; 

b. sesuai dengan prinsip efisiensi; 

c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan 

d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. 
 

BAB III 
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan kepada 

Pemerintah Desa. 

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6  Pemerintah Desa 

menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan  Desa 
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan 
tahapan dan tata cara sebagai berikut : 

a. identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa; 

b. pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan yang telah 

ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa; 

c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa; 

d. pembahasan bersama BPD; dan 

e. penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa. 

(3) Penyuasunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang 
bersangkutan. 

Bagian Kesatu  

Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hak 
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asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk dijadikan bahan bagi 
Pambakal dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 

a. kegiatan yang ditangani oleh PD atau program-program PD berbasis Desa; 
dan 

b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh 

Desa. 

(3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi untuk kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap 
kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi 

belum dilaksanakan. 

Bagian Kedua  
Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan pada Kewenangan Yang Telah 

Ditetapkan Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa 

Pasal 14 

(1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah 

ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dituangkan dalam Berita Acara. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 
BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh 

Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : 

a. tokoh adat; 

b. tokoh agama; 

c. tokoh masyarakat; 

d. tokoh pendidik; 

e. perwakilan kelompok tani; 

f. perwakilan kelompok nelayan; 

g. perwakilan kelompok perajin;  

h. perwakilan kelompok perempuan;  

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/ atau 

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah 

Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat. 

(6) Pambakal bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa 
melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa 

Pasal 15 
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(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar 
Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)     huruf c 

dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar kewenangan Desa  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Pambakal dikonsultasikan 
kepada masyarakat dan Camat untuk mendapatkan masukan. 

(3) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan 
rancangan Peraturan Desa. 

(4) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Desa tentang 
Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi 

dengan DPMD. 

(5) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar 
diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Pambakal. 

(6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pambakal kepada BPD untuk dibahas 
dan disepakati bersama. 

Bagian Keempat 
Pembahasan Bersama BPD 

Pasal 16 

(1) BPD mengundang Pambakal untuk membahas dan menyepakati rancangan 
Peraturan Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh 
Pimpinan BPD kepada Pambakal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa 

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
ditetapkan oleh Pambakal dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa 
dari Pimpinan BPD. 

Bagian Kelima 

Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa 

Pasal 17 

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa 
untuk diundangkan. 

(2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa. 

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat sejak diundangkan. 

(4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa 
dan BPD. 

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

Pasal 18 

Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa 

dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 



11 

 

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 11       

 

 
 
 

BAB IV 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 19 

(1) PD yang menangani teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kewenangan Desa. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan. 

Pasal 20 

(1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara 

berjenjang. 

(2) Pambakal melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan 
kewenangan Desa di wilayah Desanya. 

(3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan 
Desa di wilayah Kecamatannya. 

(4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan 

kewenangan Desa di Daerah. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan 

disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai 
kebutuhan.  

(6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati 

untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa. 
 

 
 
 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan 
penataan kewenangan Desa. 

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), didelegasikan kepada PD  dan Camat sesuai dengan pelimpahan 
kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  

(3) Pembinaan dan Pengawasan PD terkait kewenangan desa melalui pemberian 
informasi, petunjuk teknis dan pembinaan sesuai tugas dan fungsi dari PD 

terhadap kegiatan pembangunan di Desa. 

(4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
melalui : 

a. fasilitasi dan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa;  

b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; 

c. monitoring dan evaluasi;  

d. dukungan teknis administrasi; dan 



12 

 

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 12       

 

e. memberi arahan dan bimbingan pelaksanaan kewenangan berdasarkan 
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. 

 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 22 

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi 
kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, 
pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah 

Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 23 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa 
wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 

(2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum 
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib 

menyesuaikan. 
Pasal 24 

Format Peraturan Desa, dan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kewenangan 

Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar  Nomor 41 

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 15 Januari 2018         

 

    BUPATI BANJAR, 
 
 

      Ttd 
 

H. KHALILURRAHMAN 

 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 15 Januari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

  
Ttd 

 

 

               H. NASRUN  SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR  15 
 
Salinan sesuai dengai aslinya : 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
                   Ttd 

 
HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH 

NIP. 19751108.199903.2.005



 


